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PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU
NOMOR 3 TAHUN
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMAS] DAN DOKUMENTASI (PPID)

Menimbang

Mengingat

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUHK OTA JAKARTA

bahwa dalam rangka menindakla Jut1 Peraturan Komisi Informasi
Republik Indonesia Nomor 1 Tahyn 2021 tentang Standar Layanan
Informasi Publik, ‘perlu menetapkan: Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) dengan Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Dadrah Khusus Ibukota Jakarta;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah| beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomlor 9 Tahun 2015;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ihukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republikl Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun| 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara.. Republik
Indonesia Nomor 4846);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan.Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor .5149);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tghun 2017 Nomor 157); .

6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013
tentang Prosedur .Penyelesgian. Sengketa. Informasi Publik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649); .

7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita . Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Tembusan :

8 = ol

8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik
(Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2016 Nomor 12117);

9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor
71023).

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;

: Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta dengan susunan keanggotaan dan wuraian tugas dan
wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala
Badan ini;

: Pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

MXRIA QIBTYA
NIP 196507 191985032002

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
Pit. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta.



A.

Lampiran:

STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN URAIAN TUGAS PH
DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN KEPEGAY
DAERAH KHUSUS IBUKOTA

STRUKTUR KELEMBAGAAN

Atasan PPID

PPID

PPID Pelaksana

Tim Pertimbangan

Petugas PPID

Kepala Badan Kepegs
Khusus Ibukota Jakartd

: Sekretaris Badan Keg
Jakarta

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor
Tanggal

\waian Daerah Provinsi

1 3 TAHUN 2024
1 11 Januari 2024

LJABAT PENGELOLA INFORMASI
VAIAN DAERAH PROVINSI
JAKARTA

Daerah

egawaian Daerah. Provinsi DKI

Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi
Kepala Bidang Jabatan dan Kepangkatan
Kepala Bidang Kinerja dan Penghargaan
Kepala Bidang Pembinaan dan Disiplin

-(Pusat Penilaian Kompetensi

Kepala UPT Pusat Data dan Informasi Kepegawaian

Kepegawaian Kota Administrasi
Keia'ega.waia{ﬁE '!Kota Administ:rasi
Kepegawaian Kota Administrasi
Kepegawaian Kota Administrasi

Kepegawaian Kota Administrasi
Ahli Muda, Selaku Subkelompok

Ahli Muda, Selaku Subkelompok

Ahli Muda, Selaku Subkelompok

1.

2.

3.

4,

5. Kepala UPT PPKP
Pegawai)

6.
7. Kepala UPT KORPRI
8. Kepala Suku Badan
Jakarta Pusat |
9. Kepala Suku Badan
Jakarta Timur

10. Kepala Suku Badan
Jakarta Selatan

11. Kepala Suku Badan
Jakarta Barat

12. Kepala Suku Badan
Jakarta Utara

1. Analis Kepegawaianh
Urusan Pembinaan

2. Kepala Subbagian Umum

3. Analis Kepegawaian
Urusan Kepegawaian

4. Analis Kepegawaian
Urusan Program dan Pelaporan

5. Kepala Subbagian

nalt el S

Tata Usaha UPT Pusat Data dan

Informasi Kepegawaian

Erick Prasetio
Akrama
Dian Suciningrum

Matthias Janu Kurniawan




B. URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
1. ATASAN PPID
Atasan PPID bertugsas :

ao o

Menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
Menyusun arah kebijakan layanan Informasi

Publik di Badan Publik;

Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;

Mewakili Badan Publik di dalam proses
Informasi dan/ atau di Pengadilan; dan
Melakukan pembinaan, pengawasan, evalua

penyelesaian sengketa di Komisi

i, dan monitoring atas pelaksanaan

kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Atasan PPID berwenang:

a.
b.
. G,
d.

e.

a.

b.
c.

d.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, PP

a,
b.
C.

d.

PPID
PPID bertugas:
Menyusun dan melaksanakan kebijakan laya

'Menyedlakan Informasi Publik secara efektl

Menetapkan dan mengangkat PPID dan PPI

Pelaksana;

Menetapkan arah kebijakan layanan Informdsi Publik di Badan Publik;

Memberikan tanggapan atas keberatan yang
- Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;

diajukan oleh Pemohon Informasi

Menunjuk PPID untuk mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian

sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pe;

ngadilan; dan
Menetapkan strategi dan 'metode pemblnaan pengawasan,,

evaluas1 dan

monitoring atas pelaksanaan keb1_1akan Informasi Publik” yang dilakukan oleh
PPID Pelaksana PeJabat Fungsmnal dan /atau Petugas Pelayanan Informas1

1 LSS

e TrtYee a2 [N

na“m,lnformasi) Publik;

Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik; .

Mengordinasikan dan
pendokumentasian, penyediaan, dan pelayan
Mengordinasikan dan mengonsolidasikan

mengonsolidagikan:

proses .. penyimpanan,
an Informasi Publik;

pengumpulan dokumen Informasi

Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan

Publik;
Melakukan verifikasi dokumen Informasi Puh
Menentukan Informasi Publik yang dapat
dipublikasikan;

Melakukan pengujian tentang konsekuen51
dikecualikan ;

Melakukan pengelolaan, pemehharaan, da
Publik;

oleh publik; dan -
Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluas
kebijakan teknis Informasi Publik yang
dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

Menetapkan kebijakan layanan Informasi Pul
Menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan 1

Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat ke
dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelg
Meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksa

Informasi dalam melaksanakan pelayanan In

lik;
d1akses pubhk dan layak untuk

atas Informas1 Pubhk yang akan
n pemutakhlran Daftar Informasi
f dan efisien agar mudah diakses

i, dan monitoring atas pelaksanaan
dilakukan -oleh PPID . Pelaksana

D berwenang:

lik;

ayanan Informasi Publik;

rja secara berkala dan/atau sesuai
'vanan Informasi Publik;

na dan/atau Petugas Pelayanan
formasi Publik;

Menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau

tidak berdasarkan pengujian tentang konse

kuensi atas Informasi Publik yang

akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;




Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan
secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang
dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;

Menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk
membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi
Publik; dan

Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan
monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan
oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

. PPID Pelaksana
PPID Pelaksana bertugas:

a.
b.

Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya,
Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang tclah dltetapkan
PPID;

Mengonsolidasikan proses penylmpanan, pendokumentas1an penyediaan dan
pelayanan Informasi Publik;

Mengumpulkan dockumen Informas1 Pubhk dari Petugas Pelayanan Informa31 di
Badan Publik;

Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;

Membantu membuat, mengelola memehhara dan memutakhirkan Daftar
Informasi Publik; dan

Menjamin ketersediaan dan ‘akselerasi‘\layanaﬁ Informasi Publik agar mudah
diakses oleh publik.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, PPID berwenang:

a.

b.

Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan
Publik;

Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam
melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan

. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk

membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi
Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal
suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

. Tim Pertimbangan
Tim Pertimbangan bertanggungjawab membantu merumuskan pertimbangan
tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan.

. Petugas Pelayanan Informasi Publik

Petugas Pelayanan Informasi Publik bertanggungjawab menyiapkan kebutuhan
PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan
Informasi Publik

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

IA QIBTYA
NIP 196507191985032002



